Menimbang

BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR & TAHUN 2024

TENTANG

NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh
persetujuan bersama ;



Mengingat

. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada
tanggal 26 Juli Tahun 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hurufl b perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran
2025.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nemor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk, 11 di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rebublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421},

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



10.

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1,



LY.

12.

13.

14.

15.

16.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 51635);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuiblik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomer 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan
Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daecrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi
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18.

19.

20.

21.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 6881);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83), scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan



22.

23.

24,

25.

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 648);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 174, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Tahun 2024 Nomor 270);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
dan
BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan - PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakal setempal menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah secbagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.



10.

11.

12.

13.

Bupati adalah Bupati Konawe.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan
Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun angegaran yang berkenaan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang periu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau Menerima
manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau
kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan,
perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.



14, Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan

pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

(1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

(2) APBD Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp 1.820.130.221.826,00(Satu triliun delapan ratus dua
puluh milyar seratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) terdin atas
pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah Rp. 1.814.130.221.826,-

b. Belanja Daerah Rp. 1.820.130.221.826,-

Surplus/Defisit (Rp. 6.000.000.000,-)
c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Rp. 6.000.000.000,-
2. Pengeluaran Rp. 0,-
Pembiayaan Netto Rp. 6.000.000.0000,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,-
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Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rpl 814.130.221.826,- (Satu triliun delapan ratus empat belas milyar seratus tiga
puluh juta dua ratus dua puluh satu nbu delapan ratus dua puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah;

b. Pendapatan transfer; dan

¢. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 242.476.409.136,-
(Dua ratus empat puluh dua milyar empat ratus twjuh puluh enam juta empat ratus sembilan ribu seratus tiga puiuh
enam rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp126.269.742.746,- (Seratus dua
puluh enam milyar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam

rupiah).



(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.786.078.900,- (Tiga puluh
dua milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekavaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf ¢ direncanakan
scbesar Rp 5.757.902.979,- (Lima milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua ribu sembilan ratus tujuh
puluh sembilan Rupiah),

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp77.662.684.511,- (Twuh puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu
lima ratus sebelas rupiah).

Pasal S
(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.549.526.365.415,-
(Satu triliun lima ratus empat puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu
empat ratus lima belas rupiah ), yang terdiri atas:
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rpl1.497.451.521.000,- (Satu triliun empat ratus sembilan puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh satu juta lima
ratus dua puluh satu ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp52.074.844.415,- (Lima puluh dua milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat nbu empat ratus
lima belas rupiah).
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Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar
Rp22.127.447.275,- (Dua puluh dua milyar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus
tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan hibah; dan
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

() Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 8.570.040.000 (Delapan
milyar lima ratus tujuh puluh juta empat puluh ribu rupiah)

(3 Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp 13.557.407.275,- (Tiga belas milyar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus
tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah),

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 1.820.130.221.826,- (Satu triliun delapan ratus
dua puluh milyar seratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri

atas:

a. Belanja operasi;

b. Belanja modal;

c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

Pasal 8

(1) Angegaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar
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Rp1.213.076.193.908,- (Satu triliun dua ratus tiga belas milyar tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu
sembilan ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;

¢. Belanja bunga;

d. Belanja subsidi;

e. Belanja hibah; dan

f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 792.808.508.867,- (Tujuh
ratus sembilan puluh dua milyar delapan ratus delapan juta lima ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh
ruptah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 403.504.513.381,-
(Empat ratus tiga milyar lima ratus empat juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp0,- (Nol rupiah).

{5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah)

{6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 15.123.171.660,- (Lima belas
milyar seratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah).

{7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.640.000.000,- (Satu

milyar enam ratus empat puluh juta rupiah).
Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp241.100.327.554,-
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(Dua ratus empat puluh satu milyar seratus juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah),

vang terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;

b. Belanja modal peralatan dan mesin;
¢. Belanja modal bangunan dan gedung;

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

Belanja modal aset tetap lainnya; dan

o

f. Belanja modal aset tidak berwujud.

(2] Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,- (Dua
milyar rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
RpS5.428.387.157,- (Lima puluh lima milyar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu
seratus lima puluh tujuh rupiah).

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp
53.120.334.446,- (Lima puluh tiga milyar seratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat
puluh enam rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp124.356.345.114,- (Seratus dua puluh empat milyar tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu

seratus empat belas rupiah).
(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

Rp3.739.289.287,- (Tiga milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus
delapan puluh tujuh rupiah).
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(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.455.971.550,- (Dua
milyar empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluhrupiah ).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf ¢ direncanakan sebesar Rp19.800.000.000,-
(Sembilan belas milyar delapan ratus juta Rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11
(1 Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp346. 153.700.364,-
(Tiga ratus empat puluh enam milyar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu tiga ratus enam puluh empat rupiahl,
yang terdiri atas:
a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.

@ Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.105.582.164,- (Dua belas
@) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp334.048.118.200,-
(Tiga ratus tiga puluh empat milyar empat puluh delapan juta seratus delapan belas ribu dua ratus rupiah),

Pasal 12
Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13



i

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar
Rp6.000.000.000,- (Enam milyar Rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran

sebelumnya.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,- (Enam milyar Rupiah).
Pasal 14
(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar
Rp0,- (Nol rupiah), yang terdiri atas:
a. Pembentukan Dana Cadangan.

b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
(2) Pembentukan Dana Cadangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah.

(3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp0,- (Nol rupiah)
Pasal 15
(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya
surplus/(defisit) sebesar (Rp6.000.000.000,) (Minus Enam milyar rupiah).
(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan
sebesar Rp6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah).
Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang
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selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Konawe tahun

anggaran 2025 , dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala

(2) daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan
dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa,
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun

anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

¢. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya,
serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Konawe ini terdiri dari:
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1. Lampiranl Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran Il  Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

4, Lampiran IV  Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan
Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,

6. Lampiran VI  Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

N

=

Lampiran VIl  Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD;
Lampiran VIIl Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD;
9. LampiranIX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas
Kabupaten /Kota;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

o

11. Lampiran XI  Daftar Piutang Daerah;

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Konawe tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBD.
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Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal, 2\ DeSewber 2024

Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal, 1 Pecende ¢ 2024

27¢

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE, PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR : £ 6/106( 202 )



Lampiran | Pesaturan Daerah
Namor ; B6 Tahun 2024
Tanggal . 31 Dessmber 2024

S

KABUPATEN KONAWE
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE URAIAN JUMLAH [Rp)
i 2 3
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAFATAN ASLI DAERAH (PAD) 4247640813600
410 Pajak Dasrsh 126,260,742 748,00
41,04 Ratritusl Deerah 32.786.078.000,00
4.1.03 Hausil Pengaelolaan Kekayaan Dasrah yang Diyssohkan 5. 757902 870,00
41.04 Laindan PAD yang Sah T7.662.684.511.00
4z PENDAPATAN TRANSFER 1.549.528.365.415,00
420 Pendapaisn Tranefor Pomesiniah Pusal 1.407.451.521.000.00
4.2.02 Pendepatn Transfar Antar Dasrah 52,074 _B44.415,00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 22137 44T IT5.00
4.3.01 Fendapatan Hibah 8.670.040.000,00
4.3.03 Laindan Pendapatan Sesusl dengan Ketanluan Peraturan Perundang-Undangan 13.557 407 .2T5.00
Jumiah Pendapatan 1.814.130.221.820.00
- BELANJA DAERAH
51 BELANJA DPERASI 1.213.076.183.908,00
51.01 Belanja Pagnwa 702 808508 8567 00
5.1.02 Belanjs Barang don Jasa 403.504.513.381,00
5.1.05 Bodanja Hibah 1512317 1.660.00
51.06 Belanjs Bantuan Soslal 1.640.000. 050,00
5.2 BELANJA MODAL 241.100.337.554,00
B2.07 Belanjo Mods! Tanah 2,000,000, 000,00
5202 Balanjn Modal Paralatan dan Masin 55 428 387 157,00
5203 Belanja Modal Gedung dan Bargunan 53,120,334 446,00
5204 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Ingasi 124, 356.345.114,00
52.06 Bedanjs Modal Aset Totap Lainnya 3.719.280.287.00
5.32.06 Balanja Modal Aset Lalnnya 2455.0971.550,00
52 BELANJA TIDAK TERDUGA 18.800.000.000,00
53 Eelanja Tidek Tarduga 19,800 _(:00. 000,00
54 BELANJA TRANSFER 346.153.700.364,00
5.4.01 Biedanja Bag Hasdl 12.105.582.164,00
5.4.02 Bedanja Bantuan Keuangan 334 0481 18.200,00

SIFDWRD . cheorak panis 025 0000 0T 168

Halaman 1




HODE URALAN JUMLAH (R
1 2 ]

Jumish Belanja 1.820.130.221.826,00
Total Surplus/(Defisit) -6.000.000.000,00

[ PEMBLAY AAN DAERAH

6.1 PEMERIMAAN PEMBIAYAAN 6.000.000.000,00

61.01 Sisa Labih Parhifungan Anggaran Tahun Sabelumaya fi. 000000, 000, 00
Jumlah Penerimaan Pemblayasn £.000,000. 000,00
Jumizh Pengeluaran Pemblayaan 0,00
Pombiayasn Netto 6,000,000, 000,00

63 Sisa Labih Pembilayaan Anggaran Daerah Tahun Barksnaan (SILFA) 0,00

SR

Kab. Konawe, 31 Desamber 2024
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